KEEMPAT 4 Seyala 1

dan atau kelalaian atas k dalam k

ini yang dapat merugikan kewibawaan pemeriniah baik sengaja maupun
tidak sengaja. maka keputusan ini batal stau batal demi hukum.

KELIMA 1 Tidak dibenarkan mengalibkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
Kabupaten Bogor.
KEENAM % Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL:\p~l{ ~2e42 -

ina Utaina Muda
. 1960101 11985031001

Tembusan

. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:

Yih.Bupati Bogor melelul Sekreturis Daerah Kabupaten Bogor
Yih.Kema Dewan Perwakilsn Rakyut Deeruh kabupaten Bogor:
Yth.Camat Parung ;

¥th.Kepala UMY Kurulum Kecamatan Parung

Yih.Kepala Desa Pamagarsari Kecamatan Parung
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

J1 Nyaman No. | Desa Tengah Kee. Cibinong Telp 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor . Y2i [2pY {rple2012
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINT

PAUD AL-THSANI
KP LEBAK'VANGI RT 02/01 KECAMATAN PARUNG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang s Bahwa dalum upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada
masyarakat, serta mewujudkan pelaksgnaan pendidikan usia dini, perlu
berikan izm Of ional Penyulengg; Pendidik Anak Usig
Diai / PAUD Aklhsani vang berlokasi di Kp.Lebakwangi RL.02/01
Desa/Kelurahan P: i K Parung Kabup Bogor.
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam hurul a;

perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang  lIzin
Pendirian Peadidikan Anak Usia Dini / PAUD Al-Thsuni yang berlokasi
di Kp.Lebakwangi R1.02/01 Desa/Kclurahan Pamagarsari Kecamatan
Parung Kabupaten Bogor

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerinizh Daerah
Kabupaten dalami Lingkungan fawa Barat { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomaor 8),

2 Undang-Undang Nomwr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negera Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Letnbagan Negara Republik Indonesia Nomor 3390),

3 Undang-Undang No 20 tahun 2003 teatsng Sistem pendidikan Nasional
Pasal 28,

4. Peratvran Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekelah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah;



Memperhatikan

MEMUTUSKAN
Menctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

5]

Kepuiusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan’ Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan
Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Dacrah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatn Kerjn Dinas Pendidikan Kabupsten
Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

Keputusan  Bupati  Bogor  temig  Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan  Dokumen  Administmsi  Pelaysnas Umum
Kepada Kepals Dinas Pendidikan Nomor:  61/188/Kpts/Huk/2005
tanggal 30 Mel 2005;

Sumt  permol izin COperssional  dari Penyelengg
Pendidikan  PAUD Al-Thsuni tanggal 15 Pebruari 2012 Nomer : 15
Pebruari 2012 Peribal j lzin Pendirion Oprasional PAUD Al-
Thsani

Penilaian Uji Kelsyakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum
Dinas Pendidikun Kecamatan Pasung tanggal 15 Pebruari 2012,

Memberikan kzin Operssional Penyelenggarann kepada :

Nama PAUD @ Alk-fhsani

Alnmat 3 Kp.Lebakwangi RLO2/01

Desa/Kel : Pamagarsari

Kecamatan : Parung

Pemberian izin schagai dimaksud dulam dikium KESATU, berlaku
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vang beclaku dan wajib melukukan daftar ulung ( Her Registrasi )
setinp awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
Dalam hal peluksanaan pendidikan temyata timbul kerugian terhadap
Pihak ain atau peserta didik yung mengakibatkan terhentinya pendidikan,
maka segnla resiko yang timbul sepenuhnva meniadi tacmme jaunh
pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan acu beial
demi hukum.



